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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
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ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
    
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
 
xi 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
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c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2.  َل ََّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
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yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużūna 
3. عىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xiv 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 محمدام ولىوزارل  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نلو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Nia Ariyanti, NIM: 152.131.034, “KETENTUAN DIVERSI UNDANG-
UNDANG NOMER 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN 
PIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.Di Indonesia banyak kita 
temui kasus anak berhadapan dengan hukum.Dimana anak merupakan generasi 
penerus bangsa yang harus kita lindungi.Oleh karena itu dalam proses penanganan 
pidana anak sebisa mungkin kita harus menjauhkan anak dari proses persidangan. 
Maka tulisan ini ingin memaparkan mengenai peraturan diversi menurut hukum 
islam dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena proses pidana 
dapat mempengaruhi proses psikis anak. 
Tujuan dari penelitian ini untukmengetahui ketentuan diversi Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, danuntuk 
mengetahui pandangan hukum Islam mengenai ketentuan diversi Undang-Undang 
Nomer 11 Tahun 2012.  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif litererdengan pendekatan 
normatif.Penelitian ini menggunakan penelitian library researchdengan sumber 
hukum sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
Hasil penelitian ini ialah mengenai bagaimana hukum Islam melihat 
tentang ketentuan diversi yang terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 15 Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan diputuskan 
serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama, aturan dalam ushul fiqh 
yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum cakap dalam 
bertindak hukum, dan didalam hukum pidana Islam terdapat hal-hal yang dapat 
menghapus pertanggungjawaban pidana yaitu anak dibawah umur yang dipandang 
belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf, tetapi dalam UU Nomer 11 
Tahun 2012 pasal 7 ayat 2 terdapat pengecualian diversi yaitu dalam hal tindak 
pidana berat dan pengulangan tindak pidana, jadi dalam hal ini hukum Islam lebih 
melindungi anak dalam kejahatan apapun, sehingga mementingkan kemaslahatan 
bagi seorang anak untuk masa depannya. 
 
Kata kunci: Diversi, Peradilan Anak 
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ABSTRACT 
 
Nia Ariyanti, NIM: 152.131.034, "PROVISIONS ON THE DIVERSION 
OF LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE CRIMINAL JUSTICE 
SYSTEM OF CHILDREN'S PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW". Where 
children are the next generation of the nation that we must protect. Therefore, in 
the process of handling criminal offenses as much as possible we must keep 
children away from the trial process. So this paper would like to explain about the 
diversion regulations according to Islamic law and the Criminal Justice System 
for Children. Because the criminal process can affect the psychological process of 
children. 
The purpose of this study is to find out the provisions of version 11 of 
2012 Law on version of the Criminal Justice System for Children, and to know 
the views of Islamic law regarding the provisions of version 11 of 2012 Law.  
The method used in this study is to use research methods qualitative 
literary with a normative approach. This study uses library research with 
secondary legal sources consisting of primary legal materials and secondary legal 
materials. 
 
The results of this study are about how Islamic law sees the diversion 
provisions contained in articles 6 to 15 of Law Number 11 of 2012 concerning the 
Juvenile Justice System. Children are included in awaridh al-muktasabah ie 
children are still under the remission of their guardians, and children are 
considered incomplete in their minds. A child who commits a serious criminal 
offense cannot be tried diversion and is immediately processed to court, even 
though at the court level the judges continue to prioritize restorative justice for the 
child offender. This is different from the rules in ushul fiqh which states that a 
child is someone who has not been able to act in law, and in Islamic criminal law 
there are things that can remove criminal liability ie when someone is under age 
without exemption from crime. So in this case Islamic law protects more children 
in any crime, regardless of the type of crime. 
 
Keywords: Diversion, Juvenile Justice 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LatarBelakangMasalah 
Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas, 
tidak hanya disoroti dari satu bidang kajian ilmu saja melainkan dari berbagai 
bidang kajian, baik dari sudut pandang agama, hukum, sosial-budaya, 
ekonomi,politik, dan aspek disiplin ilmu yang lainnya, dari berbagai cabang 
ilmu diatas akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan 
tujuan.  
Menurut sudut pandang agama anak adalah makhluk ciptaan Allah, 
yang daif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses 
penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.
1
 
Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-
Qur’an surat Al-Isra ayat 70, yang artinya : 
                        
                       
 
Artinya : 
 “Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak adam. Kami angkut 
mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
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 Idrus Affandi, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 17. 
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dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
mekhluk yang telah kami ciptakan”.2 
 
Khususnya dinegara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama 
dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa dan negara, baik dalam 
menumbuh kembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Hal ini 
dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang 
memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. 
Dalam tataran realitas tersebut bangsa Indonesia telah menempatkan 
anak selain sebagai aset masa depan pelanjut estafet pembangunan, juga telah 
menempatkan anak pada tempat yang seyogyanya mampu melakukan tugas 
perkembangannya. Namun seiring dengan kemajuan IPTEK (ilmu 
pengetahuan dan teknologi) dan dampak negatif dari perkembangan teknologi 
informasi serta dampak krisis multidimensi telah memporakporandakan 
seluruh tatanan fungsi-peran pelayanan, perhatian, dan pendidikan anak baik 
di lingkungan keluarga , sekolah, dan masyarakat.
3
 
Hal yang paling menakutkan adalah(ABH) Anak Berhadapan 
Hukum,Kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun 
oleh (KPAI)Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari 4620 aduan yang 
ditangani pada tahun 2016 menurun menjadi 3.849 kasus pada tahun 2017, 
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tetapi pada tahun 2018 jumlahnya meningkat lagi menjadi 4.885 kasus.
4
 Baik 
itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. 
Dengan banyaknya kasus anak tersebut maka hukum yang ada di 
Indonesia haruslah melindungi anak tersebut sesuai dalam penjelasan umum 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang 
pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang 
berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya 
yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui 
pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, 
bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, 
bangsa, dan negara. 
5
 
Namun dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anakyang 
berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif 
memberikan perlindungan khusus kepada anak  yang berhadapan dengan 
hukum. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan 
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UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 
6
 
Sebagai pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut.  
1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang 
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.  
2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan 
periindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem 
peradilan.  
3.  lndonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip 
perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 
memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum.  
4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum 
secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang 
lain.  
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5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, hurufb, huruf 
c, dan hurufd, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
7
 
Selanjumya, dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyusunan UU No. 11 
Tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap UU No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud 
peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. 
8
 
UU No. 11 Tahun 2012 ini menggunakan nama Sistem Peradilan 
Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur 
dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. UU No.  11 Tahun 2012 bukan 
merupakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, karena dalam 
pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 dan juga dalam penjelasan 
umum undang-undang tersebut tidak ada pertimbangan dibentuknya 
Pengadilan Anak, yang ada pertimbangan dibentuknya Sistem Peradilan 
Pidana Anak (lihat huruf e pada Menimbang dari UU No. 11 Tahun 2012 ).  
Berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 yang memang merupakan 
Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, karena dalam pertimbangan 
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dibentuknya UU No. 3 Tahun 1997 ada pertimbangan dibentuknya Pengadilan 
Anak (lihat huruf d pada Menimbang dari UU No. 3 Tahun 1997). 
9
 
Didalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menjelaskan bahwa (ABH) Anak Berhadapan Hukum harus mendapat 
pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus 
dan perawatan khusus serta perlindungan khusus sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan dalam Instrumen Internasional Beijing Rules ,UUNo 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak dan UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak.
10
 
Di dalam UU SPPA pasal 1 ayat 2 disebutkan anak yang berhadapan 
hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
11
 
Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan 
pemeriksaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, semua itu 
dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam 
proses peradilan tersebut.
12
 
                                                          
 
9
Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm.7-9. 
 
10
Ainal Mardian, dkk., “Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam 
Pengadilan anak”, jurnal Ilmu Hukum, (Aceh) vol. 1 Nomor 1, 2012, hlm. 1. 
 
11
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 2. 
 
12
Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 
48. 
7 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana ketentuan diversi dalam Undang-UndangNomer 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai ketentuan diversi Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui ketentuan diversi Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai ketentuan diversi 
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal : 
1. Aspek keilmuan (teoritis) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian 
yang akan datang serta dapat dijadikansum bangsih ilmu pengetahuan 
khususnya dalam hukum pidana positif yang berkaitan dengan ketentuan 
diversi Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
2. Aspek Terapan (Praktis) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan  masyarakat maupun 
pemerintah mengenai ketentuan diversi Undang-Undang Nomer 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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E. Kerangka Teori 
Menurut UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 7 yang dimaksud 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana.
13
 
Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak 
mengemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian anak 
yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke 
penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana 
dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau 
masyarakat,pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. 
United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of 
Juveniles Justice (The Beijing Rules) mengemukakan yang dimaksud dengan 
diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk 
mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau 
menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal 
antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses 
peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat 
dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
14
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“Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi 
sebagai berikut.  
1. Nondiskriminasi.  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah 
semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak 
harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun. 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 
 Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang 
terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut 
anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan 
badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi 
pertimbangan utama. 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
 Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling 
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua. 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.  
Dalam hal lnl yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap 
pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 
keputusan, terutama jlka menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya. 
15
 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Child) Resolusi 
Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi 
tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36, tanggal 25 Agustus.Menurut UNICEF“ Konvensi Hak-Hak Anak 
tersebut terdiri atas  54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi 
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hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi 
hak anak oleh negara peserta  yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.  
 Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak  
Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, 
yaitu sebagai berikut.  
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak 
dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of life) dan hak untuk 
memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-
baiknya (the rights to be the highest standard of health and medical 
altainable).  
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak anak dalam 
Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari 
diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak 
mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.  
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), yaitu  hak- hak anak 
dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan 
(formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak 
bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. 
11 
 
 
 
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam 
Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan 
pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child 
to express her/his views in all matters ajfecting that child). 
16
 
Dalam UU SPPA disebutkan hak-hak anak sebagai pelaku/anak 
sebagai ABH yang berbunyi: 
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya 
b. Dipisahkan dari orang dewasa 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 
d. Melakukan kegiatan rekreasional 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 
tidak manusiawi, serta merendahkan derajatdan martabatnya 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum 
i. Tidak dipublikasikan identitasnya 
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j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya 
oleh Anak 
k. Memperoleh advokasi sosial 
l. Memperoleh kehidupan pribadi 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat 
n. Memperoleh pendidikan 
o. Memperoleh pelayananan kesehatan dan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
17
 
Deklarasi KairoPasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa: 
“Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orangtua, masyarakat 
dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, 
kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diberi 
perhatian khusus”.18 
Landasan Normatif Islam tentang Perlindungan Terhadap Anak 
a. Hak Hidup dan tumbuh kembang 
Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-An’a>m ayat 151 
dan An-Nisa>‟ ayat 9 
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                          
                        
                   
                         
         
 
Artinya : 
“…Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kami akanmemberi rezeki kepadamu dan kepada mereka 
…”. (QS. Al-An’a>m: 151).19 
                    
                
Artinya : 
“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan diBelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka 
khawatir (terhadap kesejahteraanmereka. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklahmereka mengucapkan 
perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa>‘: 9)20 
 
 
 
 
                                                          
 
19
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Solo : Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 2013), hlm. 148. 
 
20
Ibid.,hlm. 78. 
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b. Membangun partisipasi anak 
Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 
sebagaimana yang tercantumdalam surat Al-Anbiya‟ ayat 85-86: 
                      
                        
Artinya : 
“Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Mereka semua 
termasuk orang orang yang sabar”. (QS. Al-Anbiya‟ ayat 85) 
“Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya 
mereka termasuk orang-orang yang saleh”.(QS. Al-Anbiya>‟ ayat 86)21 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang telah diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yangtelah ada.Berikut 
penulis telah menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang 
penerapan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Skripsi yang ditulis oleh Imam Sumantri, Jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Hukum 
                                                          
 
21
Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”,jurnal 
Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 80. 
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Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”. 
Masalah yang akan dibahas diskripsi ini yang pertama adalah bagaimana 
bentuk penerapan diversi di Polrestabes Makassar, kedua bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap penerapan diversi khususnya di Polrestabes 
Makassar, dan yang ketiga apa saja kendala dalam penerapan diversi di 
Polrestabes Makassar. Hasil dari penelitian ini pertama adalah penerapan 
diversi di Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 
11 Tahun 2012, kedua diversi pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum 
Islam yang dikenal dengan konsep islah (perdamaian), dan ketiga kendala 
dalam proses diversi adalah, terbatasnya fasilitas, pandangan keluarga korban 
terhadap diversi cenderung negatif.
22
 
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Farhan, Jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Diversi dalam Menyelesaian Tindak 
Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus 
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)”.Masalah pertama 
yang ada di skripsi ini pertama bagaimana pandangan hukum positif terhadap 
putusan perkara nomor 15/Pid/Sus-Anak/2014/PN.TNG, kedua bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 15/Pid/Sus-
                                                          
 
22
Imam Sumantri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di 
Polrestabes Makassar)”. Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN 
Alauddin Makassar, 2017, hlm .51. 
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Anak/2014/PN.TNG. Hasil dari skripsi ini pertama hukuman yang 
dijatuhakan oleh hakim sudah cukup adil bagi terdakwa, kedua hukumanta’zir 
merupakan salah satu bentuk hukuman dalam kasus tersebut diatas.
23
 
Skripsi yang ditulisolehOcriza Tiara Anantama, JurusanAhwal Al-
Syakhshiyyah UII Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul“Diversi Pada 
Tindak Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman 
Dalam Perspektif Hukum Islam”.Masalah yang terdapat dalam skripsi ini 
pertama bagaimana konsep diversi peradilan anak yang diterapkan 
dilingkungan pengadilan Negeri Sleman, kedua bagaimana diversi peradilan 
anak yang diterapkan di lingkungan pengadilan Negeri Sleman dalam 
perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini pertama diversi yang diterapkan 
di pengadilan negeri Sleman sudah baik,sudah sesuai prosedur, kedua Diversi 
pada Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan hukum islam seperti 
adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman..
24
 
Skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu 
sama-sama membahas tentangdiversi. Tetapi ada perbedaan dengan penelitian 
penulis yaitu penulis membahas tentang penerapan diversidalam Undang-
                                                          
 
23
Muhammad Iqbal Farhan, “Penerapan Diversi dalam Menyelesaian Tindak Pidana Anak 
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.TNG)”.Skripsiditerbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Hukum UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm.69. 
 
24
Ocriza Tiara Anantama, “Diversi Pada Tindak Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Pengadilan Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”.Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwal Al-
Syakhshiyyah UII Yogyakarta, 2014, hlm. 43. 
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Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Sedangkan skripsi diatas yang pertama membahas tentang penerapan diversi 
yang dilakukan di Polrestabes Makassar jika ditinjau dari Hukum Islam. 
Kedua membahas tentang bagaimana penerapan diversi apabila dilihat dari 
putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG dan ditinjau dari 
hukum positif dan hukum Islam.Dan Ketiga membahas tentang bagaimana 
penerapan diversi dalam menyelesaikan kasus anak di Pengadilan Negeri 
Sleman. 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian 
yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian 
Kualitatif Literer. Dalam hal ini meliputi : 
1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu: 
Pendekatan secara normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
2. Sumber Data 
Sumber Data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri 
dari Bahan hukum primer dan sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer 
18 
 
 
 
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
25
 Di 
dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang pelaksanaan 
diversi. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 
hasil-hasil penelitian,atau pendapat pakar hukum.
26
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini telah 
disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder 
dengan menggunakan StudiPustaka(library Research). 
StudiPustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 
dengan bantuan berbagai buku untuk memperoleh data yang mendalam, 
yaitu dilakukan dengan cara membaca dengan mendokumentasikan sistem 
perundang-undangan dari yang lama dan  barudan hal-hal yang penting 
terhadap literature, asas doktrin, wacana, pandangan (pendapat) yang 
kemudian dijadikan sebagai landasan teoriyang berahubungan dengan 
materi pembahasan. 
                                                          
 
25
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 2012), hlm.118. 
 
26
 Ibid., hlm. 119. 
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4. Teknik Analisis Data 
Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan 
menggunakan metodekualitatif literer, adapun metode yang dipergunakan 
dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang 
dipergunakan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah 
berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian 
kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telahd isimpulkan.
27
 
Sehingga bentuk penelitian menjadi objektif berdasarkan pada fokus objek 
yang diteliti dan sesuai dengan urutan pembahasan atau sistematis. 
H. Sistematika Penulisan 
Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab dua, bab ini berisi landasan teori yang membahasan tentang 
kerangka teoritisatau kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari 
beberapaliteratur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan 
danproses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami 
danmenganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini, membahas tentang 
tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang diversi, subjek hukum 
(mahkum alaih), hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). 
                                                          
 
27
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 96. 
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Bab tiga, bab ini berisi deskripsi data penelitian yang berisi tentang 
diversi menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yang terdiri dari sejarah diversi di Indonesia, pengertian diversi, tujuan 
diversi, perkara yang diupayakan diversi, proses diversi, kesepakatan diversi, 
dan tingkatan diversi. 
Bab Empat, bab ini berisi tentang analisis bagaimana hukum Islam 
memandang diversi menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan 
Pidana Anak. 
Bab lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran dari penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak  
a. Menurut al-Qur’an dan Hadist 
Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan 
sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-
A’ra>f ayat 172 disebutkan : 
                       
                     
                     
 
Artinya : 
”Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 
menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".
1
 
 
 
                                                          
 
1
 Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm. 173. 
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b. Menurut Ahli Fiqh 
1) Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia 
telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh. 
2) Abdul Qadir Audah, anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa 
laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, 
ikhtilam dan belum pernah hamil. 
3) Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-
laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu 
keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.
2
 
c. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan:  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin.
3
 
Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua 
puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan 
pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, 
                                                          
 
2
 Imam Muttaqin, “Batas Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana 
Positif dan Hukum Islam)”,hlm. 5. 
 
3
UU Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2. 
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kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai 
pada umur tersebut. 
4
 
d. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 
UU No. 35 Tahun 2014 
Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:  
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5
 
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 
angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa 
seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
2) termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 
angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama 
dengan frasa" di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal  1 
Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU 
No. 5 Tahun 1998.  
Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih 
dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 
                                                          
 
4
Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 
10. 
 
5
 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1. 
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tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH 
Perdata yang menentukan bahwa:  
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap 
sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak 
menghendakinya.
6
 
e. Menurut Konvensi Hak Anak 
Pasal 1 Konvensi Hak anak menentukan:  
Anak adalah Seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 
tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak 
tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.."
7
 
2. Hak Anak 
a. Menurut Al-Qur’an 
Hak Hidup dan tumbuh kembang 
Hal ini sebagaimana tercantum dalam suratAl-An’a>m ayat 151 
dan An-Nisa >‟ ayat 9, 
                       
                       
                                                          
 
6
 Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 12. 
 
7
 Konvensi Hak Anak, Pasal 1 
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                    
                       
             
Artinya : 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kami akanmemberi rezeki kepadamu dan kepada mereka 
…”.(QS. Al-An’a>m: 151)8 
                  
                 
 
Artinya : 
“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan diBelakang mereka anak-anak yang lemah yang 
mereka khawatir (terhadap kesejahteraanmereka.Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklahmereka 
mengucapkan perkataan yang benar.”(QS. An-Nisa >: 9)9 
 
b. Menurut Deklarasi Kairo 
Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 1-3 menyatakan bahwa : 
“Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orangtua, masyarakat 
dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan 
                                                          
 
8
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm. 148. 
 
9
Ibid., hlm. 78. 
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materi, kesehatan dan moral.Janin dan ibu juga harus dijaga dan 
diberi perhatian khusus.”10 
“Orangtua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk 
memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak 
mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa 
depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum 
syariat.”11 
 
“Kedua orangtua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak 
mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai 
dengan hukum-hukum syariat.”12 
c. Menurut Konvensi Internasional 
Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) 
telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan 
memaksa pada tanggal 2 September 1990.Konvensi hak anak ini 
merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang 
memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak 
budaya.Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, 
kecuali Somalia dan Amerika Serikat.Indonesia telah meratifikasi 
                                                          
 
10
 Deklarasi Kairo, Pasal 7 ayat 1. 
 
11
 Ibid., Pasal 7 ayat 2  
12
 Ibid., Pasal 7 ayat 3  
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Konvensi Hak Anak ini dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1996.
13
 
Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak  
Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak 
anak sebagimana disebutkan dalam buku karangan wiyono, yaitu 
sebagai berikut.  
1) Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak 
anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of life) dan hak 
untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan 
yang sebaik-baiknya (the rights to be the highest standard of 
health and medical altainable). 
2) Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak anak 
dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan 
dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak 
yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.  
3) Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), yaitu  hak- 
hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala 
bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk 
                                                          
 
13
 Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convension On 
The Right of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi 
Kepulauan Riau 2010-2015)”, jurnal Fisip, (Pekanbaru), Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 2. 
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mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, 
mental, spiritual, moral, dan sosial anak. 
4) Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak 
dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk 
menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak 
(the rights of a child to express her/his views in all matters 
ajfecting that child).
14
 
d. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 
No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi 
Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut.  
a) Non diskriminasi.  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah 
semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak 
Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa 
pun. 
b) Kepentingan yang terbaik bagi anak. 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang 
terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang 
menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, 
badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang 
terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 
c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang 
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 Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm  
34-35. 
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paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 
d) Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam hal lnl yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap 
pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 
keputusan, terutama jlka menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya.
15
 
Dalam pasal 17 menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas 
kebebasannya berhak untuk : 
a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa 
b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan 
c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 
umum.
16
 
Pasal 18 juga menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi 
korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 
hukum berhak dirahasiakan.
17
 
e. Menurut Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Dalam UU SPPA disebutkan hak-hak anak sebagai pelaku/anak 
sebagai ABH yang berbunyi: 
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: 
a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai dengan umurnya 
b) dipisahkan dari orang dewasa 
c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 
d) melakukan kegiatan rekreasional 
e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya 
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UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 2. 
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UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 17. 
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 Ibid., Pasal 18 
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f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 
g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 
h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
i) tidak dipublikasikan identitasnya 
j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 
dipercaya oleh Anak 
k) memperoleh advokasi sosial 
l) memperoleh kehidupan pribadi 
m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat 
n) memperoleh pendidikan 
o) memperoleh pelayanan kesehatan 
p) memperoleh pelayananan kesehatan; dan memperoleh hak lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
18
 
 
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum 
Yang menjadi fokus pembahasan anak berhadapan dengan hukum 
adalah dimana anak tersebut sebagai pelaku dan seseorang yang tahu 
kejadian dalam perkara pidana, dalam hal ini diatur dalam UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakPasal 1 ayat 2 UU No. 
11 Tahun 2012 menentukan:  
”Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana.”19 
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UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 3. 
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 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2 
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a. Anak yang berkonflik dengan hukum 
”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana.”20 
b. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”21 
c. Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana 
“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau 
dialaminya sendiri.”22 
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 Ibid., Pasal 1 Ayat 3  
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 Ibid., Pasal 1 Ayat  4 
 
22
Ibid., pasal 1 ayat 5  
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4. Sistem Peradilan Pidana Anak 
a. menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 
Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi 
mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan 
pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem 
penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem 
pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum 
pidana materiil amak dan hukum pidana formal anak dan hukum 
pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. 
23
 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan program diversi dalam 
bentuk restoratif justice dalam hal memidanakan anak yang terbukti 
melakukan pidana. Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang 
dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa 
pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan 
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syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan 
pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, 
dan pidana penjara.Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan 
keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan 
kewajiban adat.
24
 
b. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Islam 
Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana 
maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman 
hudud, qishas/diyat ataupun ta‟zir. Pidana bagi anak-anak yang 
bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang 
tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-
baik.Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang 
menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
25
 
Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban 
hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi 
(hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan 
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya 
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 Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, Moh.Din, “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi 
Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, (Aceh) Vol. 3 Nomor 3, 2015, hlm. 
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dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan 
datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak 
bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam 
bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, 
dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).
26
 
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi 
1. Diversi Menurut Pakar Hukum 
a.  Setya Wahyudi 
Menurut Setya Wahyudi Diversi adalah bentuk pengalihan atau 
penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak 
konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan 
kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak 
pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.
27
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 Sri Rahayu, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang 
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b. Romli Artasasmita 
Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau 
mengalihkantidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan 
terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.
28
 
c. Menurut Chris Graveson 
Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional 
sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang 
berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak 
menekankan pada penahanan dan penghukuman. Tanpa peduli betapa 
ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak 
tersebut.
29
 
2. Konsep Perdamaian dan Musyawarah Dalam Islam 
a. Konsep Perdamaian dalam Pidana Islam 
Konsep-konsep perdamaian dalam hukum Islam dapat 
dipahami dengan melihat ajaran-ajaran perdamaian dalam al-Qur‟an 
dan praktek Nabi Muhammad dalam menyikapi konflik atau 
sengketa.Kedua sumber hukum tersebut menjadi legitimasi dan 
                                                          
 
28Muhammad Iqbal Farhan, “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak 
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inspirasi bagi pengembangan resolusi konflik dalam hukum Islam.Al-
Qur‟an mengajarkan konsep-konsep perdamaian seperti 
salam(mengucapkan atau merealisasikan keselamatan), „afw 
(permaafan), islah (mendamaikan), dan aman (memberikan jaminan 
keamanan bagi orang lain).
30
 
Hukum Islam mengenal istilah Ishlah yang berarti 
perdamaian. Ibnu Manzur maupun Ibrahim Mazkur berpendapat, 
ishlah adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq 
menerangkan bahwa ishlah merupakan suatu jenis akad untuk 
mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang 
bermusuhan.Cak Nur menyebut Ishlah sebagai reformasi yang 
berakar samadengan kata kata “Shalih” dan “Maslahahh” 
(maslahat), diamana semuanya mengacu kepada makna baik, 
kebaikan, dan perbaikan.
31
 
Al Qur‟an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi 
perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini 
tercantum dalam Al Hujurat ayat 9-10. 
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                   
                    
                      
          
 
Artinya : 
“Dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya 
berbuat aniaya terhadap yang lain maka perangilah kelompok yang 
berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia 
telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan 
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang 
berbuat adil.”32 
                   
        
 
 
Artinya : 
“Sesungguhnya orangorang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kamu mendapat rahmat”.33 
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b. Konsep Musyawarah dalam Islam 
Musyawarah sangat dianjurkan dalam ayat Al-Qur‟an yang 
terdapat dalam suratasy syura ayat 38 
                
          
 
Artinya : 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka.”34 
Kata “syura” dalam ayat tersebut merupakan kata kunci 
yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusan, dan 
prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam 
kehidupan beliau baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan 
dari anggota masyarakat suatu negeri dan prinsip ini juga 
dipraktekkan oleh para sahabat, Khulafau al-Rasyidin dan 
penguasa muslim seterusnya.
35
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 Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam al-Qur‟an (Studi Kajian Tafsir Tematik)”, jurnal 
Al-Daulah, (Makasar) Vol. 3 Nomor 2, 2014, hlm. 244. 
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C. Subjek Hukum (Mahkum Alaih) 
1. Pengertian Mahkum Alaih 
Ulama Ushul Fiqh telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah 
seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah ta‟ala, yang disebut 
mukallaf. Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang 
dibebani hukum, sedangkan dalam istilah ushul fiqh, mukallaf disebut 
juga mahkum alaih.
36
 
2. Taklif 
Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah 
dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau 
sebagian besar ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa dasar pembebanan 
hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata 
lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat 
memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang 
yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari 
Syar‟I (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam golongan ini, adalah 
orang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa, karena dalam keadaan tidak 
sadar (hilang akal).
37
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 Rachmat Syafe‟I,  Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm 334. 
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 Ibid., hlm 335  
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3. Ahliyyah 
a. Pengertian Ahliyyah 
Ahliyyah secara terminologi, menurut para ahli ushul fiqih, antara lain 
sebagai berikut : 
Artinya : 
“Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari‟ 
untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara.” 
Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ahliyyah adalah sifat 
yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan 
akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara‟.38 
b. Macam-macam Ahliyyah 
Menurut para ulama ushul fiqih, ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, 
yaitu : 
1) Ahliyyah Ada‟ 
Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang 
yang telah ada dianggap sempurna untuk 
mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang 
bersifat positif maupun negatif. Menurut kesepakatan ulama 
ushul fiqih, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah 
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 Ibid., hlm 339 
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seseorang telah memiliki ahliyyah ada‟ adalah „aqil, baliq dan 
cerdas.
39
 
2) Ahliyyah Al-Wajib 
Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak 
yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani 
seluruh kewajiban. Para ulama ushul fiqih juga membagi 
ahliyyah al-wujub menjadi dua bagian, yaitu : 
a) Ahliyyah al-wujub al-naqishah 
Yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya 
(janin). Janin sudah dianggap memiliki ahliyyah al-wujub, 
tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum 
dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir kedunia dengan 
selamat walaupun hanya untuk sesaat. 
b) Ahliyyah Al-Wujub Al-Kamilah 
Yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang 
telah lahir ke dunia sampai dinyatakan baliq dan berakal, 
sekalipun akalnya masih kurang, seperti gila.
40
 
Namun demikian, menurut kesepakatan ulama ushul, 
apabila mereka melakukan tindakan hukum yang bersifat 
merugikan orang lain, maka orang yang telah berstatus 
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 Ibid., hlm 341-342.  
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ahliyyah al-ada ataupun ahliyyah al-wajib al-kamilah, wajib 
mempertanggungjawabkannya. Maka wajib memberikan 
ganti rugi dari hartanya sendiri, apabila tindakannya berkaitan 
dengan harta. Dan pengadilan berhak untuk memerintahkan 
wali atau washi anak kecil yang masih dalam ahliyyah al-
wajib, untuk mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang 
lain uang dirusak dari harta anak itu sendiri. 
Akan tetapi, apabila tindakannya berkaitan dengan hal-
hal yang bersifat fisik rohani, seperti melukai seseorang dan 
bahkan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil 
yang memiliki ahliyyah al-wajib al-kamilah belum dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum, karena ia dianggap 
belum cakap untuk bertindak hukum. Maka hukuman 
terhadap pembunuhan yang ia lakukan tidak dengan qishash, 
tetapi dianggap sebagai melukai atau pembunuhan semi 
sengaja, yang hukumnya dikenai diyat. 
Adapun bagi orang yang telah berstatus ahliyyah al-
ada, apabila melakukan tindakan hukum yang merugikan 
harta, fisik, atau nyawa orang lain, ia bertanggung jawab 
penuh untuk menerima hukuman apapun bentuknya yang 
diputuskan syara‟ atau pengadilan. Misalnya, ia wajib 
membayar ganti rugi terhadap harta orang lain yang 
43 
 
dirusaknya. Dan ia pun harus di qishash apabila melakukan 
tindakan melukai orang lain dan pembunuhan. 
41
 
c. Halangan Ahliyyah 
Sebagaimana telah dibahas diatas, bahwa penentuan mampu 
atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi 
akalnya. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa berdasarkan hukum 
biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. 
Akibatnya, mereka dianggap tidak mampu lagi dalam bertindak 
hukum. Berdasarkan inilah ulama ushul fiqih menyatakan bahwa 
kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-
hal berikut : 
a. Awaridh as-samawiyah, yaitu halangan yang datangnya Allah 
bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu, 
perbudakan, mardh maut (sakit yang berlanjut dengan kematian), 
dan lupa. 
b. Awaridh al-muktasabah, maksudnya halangan yang disebabkan 
perbuatan manusia, seperti mabuk, terpaksa, bersalah, berada di 
bawah pengampunan dan bodoh.
42
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D. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) 
1. Pengertian  
Hukum pidana islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada 
dalam lingkup hukum islam, terjemahan dari konsep „uqubah, jarimah, 
dan jinayah.
43
 Hukum pidana islam berasal dari konsep hukum islam yang 
berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain : 
a. „Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut 
terminologi hukum islam, al-„uqubah adalah hukum pidana islam yang 
meliputi hal-hal merugikan ataupun tindak kriminal. 
b. Jarimah, berasal dari akar kata jarama,yajrimu, jarimatan, yang berarti 
“berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan 
terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata 
jarimah juga berasal dari kata ajrama yajrima yang berarti “melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan 
menyimpang dari jalan yang lurus”.44 
2. Macam-macam jinayah 
Jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan 
berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidak oleh Al-
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Pustaka Setia, 2013), hlm. 13 . 
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Ibid., hlm 14. 
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Qur‟an dab Hadis. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam 
: 
a. Jarimah Hudud  
Jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang 
macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga 
manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum 
yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. 
45
 Ditinjau dari segi materi 
jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, 
qadzf, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, 
dan perampokan.
46
 
b. Jarimah Qisas Diyat  
Qishash diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam 
dengan hukuman qishash (serupa = semisal) atau hukum diyat (ganti 
rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau 
walinya).
47
Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan 
oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) 
                                                          
 
45
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islamdi Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2019), hlm  131. 
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Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 17. 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana…, hlm  165. 
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kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
tersebut (terhadap korban).
48
 
Diyat merupakan sebagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh 
hakim atas : 
1) Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh 
orang mukmin, secara tidak sengaja atau mirip sengaja. Namun, 
apabila waris korban merelakan diyat tersebut, terhukum dan 
keluarganya tidak wajib membayar diyat tersebut. Hal ini 
dijelaskan dalam surat An-nisa >‟ ayat 92 
                   
                   
       … 
 
Artinya : 
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 
Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah….”49 
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Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm. 94. 
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2) Orang yang telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh 
kafir dzimmi (orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak 
saling memerangi dengan orang islam. Hal ini dijelaskan dalam 
surat An-nisa >‟ ayat 92 
 …                 
                
                  
                    
             
 
Artinya : 
“Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman.Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut 
untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.”50 
 
3) Orang yang dijatuhi hukuman karena qishash (membunuh atau 
pelukaan dengan sengaja), tetapi dimaafkan oleh ahli waris 
korban. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 178 
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                    
                         
                      
                  
            
 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu 
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi mema'afkan 
dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 
sangat pedih.”51 
 
 
c. Jarimah Ta’zir  
1) Pengertian Ta’zir 
a) Menurut bahasa, lafaz ta‟zir berasal dari kata :azzara yang 
berarti man‟u wa radda (mencegah atau menolak). Ta‟zir dapat 
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berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang artinya 
menggabungkan dan menghormat.
52
 
b) Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-
Sultaniyyahmendefinisikan ta‟zir adalah : 
“pengajaran (terhadap pelaku ) dosa-dosa yang tidak diatur 
oleh hudud. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan 
keadaan dosa dan pelakunya.
53
 
c) Sementara Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip 
dengan definisi Al-Mawardi : 
“ta‟zir menurut syara‟ adalah hukuman yang ditetapkan atas 
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan 
tidak pula kifarat”.54 
d) Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-
Risywah fi Al-Syari‟ah Al-Islamiyyah 
Ta‟zir adalah saksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai 
hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan 
yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.
55
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Jadi, dengan demikian jarimah ta‟ziradalah suatu jarimah 
yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau 
penguasa.Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta‟zir.Dari definisi 
diatas, jelaslah bahwa ta‟zir adalah suatu istilah untuk hukuman 
atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara‟.Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukum nya 
belum ditetapkan oleh syara‟ dinamakan dengan jarimah 
ta‟zir.Jadi, istilah ta‟zir bisa digunakan untuk hukuman dan 
bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).
56
 
Pelaksanaan hukuman ta‟zir, baik yang jenis larangannya 
ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut 
hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan 
sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah ta‟zir 
tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk 
menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim (penguasa).Dengan demikian syari‟ 
mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-
bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.
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2) Sumber Hukum Jarimah Ta’zir 
a) Menurut Al-Qur‟an 
Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang 
dijadikan landasan adanya jarimah ta‟zir adalah Quran surat al-
Fath ayat 8-9 : 
                   
Artinya : 
”Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, 
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”.58 
                  
         
Artinya : 
“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih 
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”59 
 
Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan 
menterjemahkan : Watu‟aziruhu sebagaimana dikutip oleh 
Haliman dengan : dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan 
untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan 
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 Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah, 1998), hlm 511. 
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Ibid., hlm. 511.  
52 
 
mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah 
dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.
60
 
b) Menurut Hadits 
Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya 
bahwasanya “Nabi menahan seseorang karena disangka 
melakukan kejahatan.”(HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-
Nasa‟I, dan Baihaqi.Disahihkan oleh Hakim).61 
Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang 
menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan 
proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan 
orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, 
atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
62
 
3. Terhapusnya Pertanggungjawaban Pidana 
Pada dasarnya, sebab-sebab terhapusnya hukuman berkaitan dengan 
keadaan diri pembuat, sedangkan sebab kebolehan adalah sesuatu yang 
berkaitan dengan keadaan perbuatan itu. Adapun penyebab terhapusnya 
hukuman adalah sebagai berikut : 
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a. Paksaan 
Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha 
tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaannya 
atau tidak sempurna lagi pilihannya.Kedua, paksaan adalah perbuatan 
yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri 
orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk 
melakukan perbuatan yang diperintahkan.Ketiga, paksaan merupakan 
ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk 
mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan 
seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya. 
b. Mabuk 
Syariat Islam melarang minuman khamar, baik mengakibatkan 
mauk maupun tidak.Minum khamar termasuk jarimah hudud dan 
pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman 
pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk 
menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah 
tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa 
atau secara terpaksa  atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak 
mengetahui bahwa yang diminum itu bisa mengakibatkan mabuk. 
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c. Gila (majnun)  
Seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat islam, artinya 
dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan 
berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu 
dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban 
tersebut.Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum jarimah 
karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih. 
d. Di bawah umur 
Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau 
tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum 
atasanya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya 
sehingga ia mencapai dewasa.
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Sejarah Diversi di Indonesia 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 
11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya 
didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti 
kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya 
menurut pendapatnya sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas 
legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan 
administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi 
tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus 
posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari.
1
 
Di dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 dlsebutkan:  “UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi  dan 
mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat 
menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan 
kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk 
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam 
pelaksanaannya anak di posisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak 
                                                          
 
1
Rahmaeni Zebua, “Analisis Diversi dan Restorative justice dalam Undang-Undang No 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas 
Sumatera Utara, 2014, hlm .5. 
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yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, 
undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan 
khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum". 
2
 
Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana 
terhadap anak ini, United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administrator of juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman 
sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan 
kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan 
dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak 
mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau 
melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan 
kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. 
Tindakan-tindakan ini disebut diversi (diversion) sebagaimana tercantum 
dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ  (The Beijing Rules) tersebut. Dengan 
adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif 
akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut. 
3
 
lde diversi yang dicanangkan dalam SMRIJ (The Beijing Rules) sebagai 
standard internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada 
pertemuan para ahli PBB tentang “Children and juveniles in Detention of 
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Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 
45. 
 3 Ibid., hlm 46.  
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Human Rights Standards" di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai 
dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara 
bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan The Beijing Rules, 
The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of 
juveniles Deprived of Their Liberty". Di Indonesia ide diversi telah menjadi 
salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 
5 Oktober 1996.
4
 
Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 
Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Dalam UU 
No. 11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang diversi. terdapat dalam Pasal 
6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menetukan bahwa 
pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan 
diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang 
Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan.
5
 
B. Pengertian Diversi 
Menurut UU No. 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada 
Pasal 1 angka 7, yaitu : 
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“pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses  peradilan pidana ke 
proses di luar peradilan pidana.”6 
Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut UU No. 11 Tahun 
2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam Naskah 
Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi  
adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga 
melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian 
damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan 
korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing 
kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.
7
 
Berdasarkan pada United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of juveniles justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud 
dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum 
untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau 
menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal 
antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses 
peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat 
dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat 
dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk 
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UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1 ayat (7). 
 7 Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.  
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mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan 
tersebut.
8
 
C. Tujuan Diversi 
Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa: 
“diversi bertujuan : 
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;  
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;  
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;  
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.“9 
Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, 
setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Keiaksaan RI, dan Pengadilan 
dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. Jika salah satu dari aparatur penegak 
hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang 
tidak sama dengan aparatur penegak yang Iain, maka sistem peradilan pidana 
anak tidak akan berhasil sebagalmana dikehendakl oleh UU No. 11 Tahun 
2012.
10
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 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pasal 6. 
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D. Perkara yang Diupayakan Diversi 
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menemukan bahwa : 
(1) “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 
Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.”11 
(2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan:  
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun 
b. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.”12 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini 
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis 
maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui 
diversi.
13
 
M. Nasir Djamil, mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan anak 
Komisi III DPR Rl mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam 
Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang 
melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan 
merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Hal ini 
memang penting. Mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) 
tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya 
anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak seienis 
termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak 
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13
 Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
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pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni 
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi 
perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversi 
terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.
14
 
Kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) 
tahundan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive). Ketentuan 
tersebut apabila dihubungan dengan syarat penahanan terhadap anak yang 
diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa : 
(1) “Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak 
memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak 
tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang 
bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.” 
(2) “Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai 
berikut:  
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 
(tujuh) tahun atau lebih.”15 
Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses 
Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa  proses diversi 
hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, kareana Anak 
yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan 
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 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). 
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proses diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan 
pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
16
 
E. Proses Diversi 
Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan, bahwa  
“proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak 
dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, 
pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional 
berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”17 
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 Sekhroni, “Criminal liability dan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem 
Peradilan Anak di Indonesia”, jurnal Unifikasi, (Surakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2016, hlm. 56. 
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 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pasal 8 ayat (1). 
Proses 
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bentuk diversi 
Anak dan orang 
tua/walinya 
Pembimbing 
kemasyarakatan 
Pekerja sosial 
profesional 
Korban dan orang 
tua/walinya 
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Konsep restorative justice merupakan teori keadilan yang tumbuh 
dan berkembang daripengalaman pelaksanaanpemidanaan diberbagai 
negara danakar budaya masyarakat yang adasebelumnya dalam 
menanganipermasalahan kriminal jauh sebelumdilaksanakannya sistem 
peradilanpidana tradisional.
18
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 
musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai 
keputusan atas penyelesaian masalah. 
19
 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah proses diversi 
dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai 
keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian 
suatu perkara anak. 
20
 
Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa 
“proses diversi wajib memperhatikan: 
1. kepentingan korban;  
2. kesejahteraan dan tanggung iawab anak;  
3. penghindaran stigma negatif;  
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4. penghindaran pembalasan;  
5. keharmonisan masyarakat;  
6. kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum.“21 
Dalam diversiada tahapan-tahapan yangdigunakan sebagai 
carapenyelesaian perkara anak yaitumediasi penal. Mediasi 
penaldigunakan di tahap pertamaketika seorang anak yangdiduga 
melakukan tindak pidanaingin menyelesaikan perkaranya.Dengan 
didampingi orang tua, tokoh masyarakat dan mediator sebuah mediasi 
penal dapat dilakukan. Hal tersebut agar anak dihindarkan dari proser 
pemidanaan dan pelabelan stigma anak nakal.
22
 
Dalam hal ini yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut adalah 
para pihak yang terdiri atas:  
1. anak dan orang tua atau wali dari anak 
2. korban dan/atau orang tua atau wali dari korban 
3. pembimbing pemasyarakatan 
4. pekerja sosial profesional.23 
Dalam melakukan diversi, Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012 ditentukan bahwa : 
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“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 
mempertimbangkan:  
a. kategori tindak pidana 
b. umur Anak 
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan 
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyaraka”24 
Penjelasan Pasal 9 ayat (1) 
a. kategori tindak pidana 
Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 
2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa 
semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. 
Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak 
pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar 
narkotika, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) 
tahun.  
b. Umur anak. 
 Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 
2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini 
dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan 
semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.  
                                                          
 
24
 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pasal 9 ayat (1). 
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c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. 
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.  
Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut 
umum, dan hakim dalam melakukan diversi. Di samping itu, harus 
diperhatikan pula oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial 
profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya.
25
 
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 
2012 bahwa: 
“kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 
ke\uarga anak korban serta kesediaan anak dan ke1uarganya, kecuali 
untuk:  
a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran. 
b. Tindak pidana ringan 
c. Tindak pidana tanpa korban. 
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimu provinsi 
setempat.”26 
 
 
                                                          
 25 Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 54. 
 
26
 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 9 ayat (2). 
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Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b 
Dalam pasal 9 ayat (2) huruf b UU No 11 Tahun 2012 disebutkan 
yang dimaksud dengan  “tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan” pidana penjara atau 
pidana kurungan” dalam ketentuan ini hanya semata-mata”pidana 
penjara atau pidana kurungan “ saja, sehingga tidak sampai meliputi 
misalnya “ pidana penjara atau pidana kurungan” dan /atau “pidana 
denda” berapapun jumlahnya.27 
Diversi terhadap perkara anak seperti yang disebutkan dalam pasal 
9ayat 2 UU no 11 Tahun 2012 tersebut. 
Menurut Pasal 10 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012. 
“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik 
atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:  
a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban 
b. Rehabilitasi medis dan psikososial 
c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali atau 
d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga 
pendidikan atau lpks. Paling lama 3 (tiga) bulan 
                                                          
 27 Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 55. 
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e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan”28 
F. Kesepakatan Diversi 
Dalam pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil 
”kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain : 
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian 
b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali 
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau lpks paling lama 3 bulan  
d. Pelayanan masyarakat”29 
Sebelum mencapai kesepakatan diversi terdapat tata cara 
pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan Hal 
ini sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012.Adapun proses pelaksanaandiversi dalam setiap tingkatan dalam 
sistem peradilan pidanaanak adalah sebagai berikut: 
1. Diversi dalam tahap penyidikan di Kepolisian. 
Landasan hukum bagi pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan 
adalah Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa pada 
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan perkara anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diberikannya 
kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan 
                                                          
 
28
 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pasal 10 ayat (2). 
 29Ibid., pasal 11 
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diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai 
lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan 
dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang 
demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. 
Proses diversi ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima 
laporan polisi penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis 
dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil 
penelitiankemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing 
kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 
jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik 
mulaimengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari 
setelah penyidikan dimulai. Apabila pelaku maupun korban setuju 
untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan 
dan pekerja sosial memulai proses musyarawarah penyelesaian 
perkara dengan melibatkanpihak-pihak terkait. Proses musyawarah 
tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
dimulainya diversi.  
Setelah proses musyawarah dilaksanakan maka penyidik 
membuatberita acara proses diversi. Pengadilan mengeluarkan 
penetapan diversi sebagaimana dijelaskan diatas adalah dalam waktu 
paling lama tiga hari sejak diterimanya kesepakatandiversi. 
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Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing 
kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu 
paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan 
dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan 
penetapanpenghentian penyidikan.  
Diversi dinyatakan gagal, apabila dalam tahap penyidikan, 
penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya 
kesepakatan damai antarapihak pelaku dengan korban, makapenyidik 
atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. 
Yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan 
laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing 
kemasyarakatan.
30
 Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh 
jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu: 
a. Kepolisian merupakan satusatunya lembaga penegak hukum 
dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan 
hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural 
lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak 
hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau 
olehmasyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, 
kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling 
                                                          
 
30
Teguh Prasetyo, “penerapan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan 
pidana anak”, Jurnal Refleksi Hukum, (Salatiga) Vol. 9  Nomor 1, hlm. 8-9. 
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memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang 
paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk 
oleh kepolisian pada tingkat desa/ kelurahan adalah Badan 
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM). 
b. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lainnya, 
sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian 
mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup 
memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. 
c. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak 
hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, 
maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna 
memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin 
dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. 
Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan 
dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
31
 
2. Diversi dalam tahap penuntutan di Kejaksaan. 
Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa 
menerima berkas dari polisi. Pelimpahan berkas ke kejaksaan ini 
                                                          
 31 Ibid., hlm 9.  
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dilakukan karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi 
mengalami kegagalan dengan tidak dicapainya kesepakatan antara 
pelaku (anak) dengan korban. Dengan tidak adanya kesepakatan 
tersebut maka jaksa wajib melakukan proses diversi. Sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 7 UU No. 11/2012 yang mengatur bahwa 
pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan perkara 
anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.  
Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara 
dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh 
pembimbing kemasyarakatan sertakendala yang menghambat proses 
diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversi, penuntut 
umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari setelahmenerima berkas perkara dari penyidik. Apabila 
pelaku dan korban setuju untuk dilakukan diversi maka penuntut 
umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai 
prosesdiversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. 
Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama selama tiga puluh 
hari. Setelah proses diversi tersebut terlaksana, maka penuntut umum 
membuat berita acara proses diversi. Sebagaimana dengan berita 
acarayang dibuat oleh penyidik, berita acara proses diversi ditingkat 
penuntutan berbentuk dua macam yaitu (1) diversi berhasil; atau (2) 
diversi gagal. 
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Diversi di tingkat penuntutan dikatakanberhasil apabila para 
pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut 
dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Selanjutnya setelah 
terjadi kesepakatan, Pengadilanmengeluarkan penetapan diversi 
dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya 
kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada 
pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim paling 
lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut 
penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. 
Sementara itu diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal 
apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. 
Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib 
menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke 
pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan.
32
 
3. Diversi dalam tahap di pengadilan. 
Proses diversi dalam proses dipengadilan dilaksanakan 
apabila dalam proses diversi ditingkat penuntutan di kejaksanaan 
mengalami kegagalan karena tidak tercapainya kesepatakan antara 
pelaku (anak) dengan korban. Setelah menerimba berkas dari jaksa 
penuntut umum, selanjutnya Ketua pengadilan negeri wajib 
                                                          
 32 Ibid., hlm 10-11. 
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menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak 
paling lama 3 (tiga hari setelah menerima berkas perkara). Hakim 
yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib 
mengupayakan proses diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
penetapan tersebut. Dalam proses diversi di tingkat pengadilan 
tersebut, maka hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja 
sosial memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan 
melibatkan pihak-pihak yang terkait pelaku (anak), korban, keluarga, 
masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang 
terkait). Proses diversi tersebut dilakukan diruang mediasi pengadilan 
negeri. Setelah proses diversi tersebut selesai, maka selanjutnya 
hakim membuat berita acara proses diversi. Berita acara proses 
diversi yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri dapat berbentuk 
dua macam yaitu diversi berhasil dan diversi gagal.  
Proses diversi dikatakan berhasil apabila para pihak telah 
mencapai kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan 
dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta 
berita acara diversi tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan 
negeri untuk dibuatkan penetapan. Penetapan yang dibuat oleh ketua 
pengadilan negeri dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung 
sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut 
disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan hakim yang 
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menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak 
ditetapkan. Dengan disepakatinya diversi tersebut, maka hakim 
membuat penetapan penghentian persidanganterhadap perkara anak 
tersebut.  
Diversi ditingkat pengadilan dikatakan gagal apabila tidak 
tercapainya kesepatakan antara pihak pelaku (anak) dan korban. 
Dengan gagalnya diversi tersebut, maka perkara dilanjutkan ke tahap 
persidangan.
33
 
Diversi Pada Tahap Penyelidikan di Kepolisian dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
  
 
 
 
 
 
 
j 
 
 
 
                                                          
 33 Ibid., hlm 11-12.  
Laporan/ 
pengaduan 
Kepolisian (Unit 
Pelayanan Perempuan 
dan Anak) 
Musyawarah 
Penyidik, Anak Pelaku 
dan orang tua/wali, 
korban dan atau 
orang tua, 
pembimbing 
kemasyarakatan, 
pekerja sosial 
Diversi 
berhasil 
Diversi 
gagal 
Penetapa
n 
pengadil
an 
Limpahkan Ke 
Penuntut Umum 
Anak 
Surat 
Penghentian 
Penyidikan 
kepolisian 
Melakukan 
hasil 
musyawarah
/hasil diversi 
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Diversi pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversi pada Tahap Pengadilan dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Pelimpahan 
dari Penyidik 
Anak 
Kejaksaan 
(Jaksa Khusus 
Anak) 
Musyawarah 
Penyidik, Anak 
Pelaku dan 
orang tua/wali, 
korban dan atau 
orang tua, 
pembimbing 
kemasyarakatan
, pekerja sosial 
 
Diversi 
berhasil 
Diversi 
Gagal 
Penetapan 
pengadilan 
Surat 
Penghentian 
Penuntutan 
Kejaksaan 
Melaksanakan 
hasil 
musyawarah/ 
hasil diversi 
Limpahkan ke 
pengadilan 
Pelimpahan 
dari penuntut 
anak 
Pengadilan 
(hakim anak) 
Musyawarah 
Penyidik, Anak 
Pelaku dan orang 
tua/wali, korban dan 
atau orang tua, 
pembimbing 
Diversi 
berhasil 
Diversi 
gagal 
Penetapan 
pengadilan 
Kasus 
dihentikan 
Melakukan 
hasil 
musyawarah/ 
hasil diversi 
Putusan pidana 
anak oleh Hakim 
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Yang selanjutnya hakim melanjutkanpersidangan sesuai dengan prosedur 
persidangan untuk anak, sebagaimana diatur dalam pasal 53 sampai pasal 
62 UU No. 11 Tahun 2012. 
G. Tingkatan Diversi 
Dengan berpedoman pada penjelasan pasal 14 ayat 1 UU No 11 
Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “atasan 
langsung” dalam pasal 12 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 adalah antara lain 
kepala kepolisian, kepala kejaksaan dan ketua pengadilan. Sebagai 
akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab 
disetiap tingkat pemeriksaan dalam pasal 12 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 
adalah : 
1. Pada tingkat penyelidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk 
sebagai penyidik oleh kepala kepolisian untuk perkara anak yang 
bersangkutan.
34
 Artinya, undang-undang telah merumuskan bahwa 
terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang 
khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan 
hukum. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup 
tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
                                                          
 
34
  Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 57. 
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terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
Pada dasarnya, dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 
KUHAP, maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya 
mempunyai wewenang, berupa : 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana 
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 
3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka 
4) Melakukan pengangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 
7) Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka 
atau saksi 
8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara 
9) Mengadakan penghentian penyidikan, dan 
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10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab
35
 
2. Pada tingkat penuntutan : jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut 
umum oleh kepala kejaksaan negeri untuk kepala anak yang 
bersangkutan.
36
Dalam Sistem Peradilan Pidana, peranan kejaksaan 
sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang 
menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh Pengadialan 
atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang tersangka 
akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat Dakwaan 
dan Tuntutan yang dibuat.
37
 
3. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan : hakim yang 
ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus 
perkara anak yang bersangkutan.
38
 Sebagai akibat lebih lanjut, maka 
yang dimaksud dengan “penetapan” dalam pasal 12.  
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Nashriana, “perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia”, (Jakarta : Grafindo 
persada, 2016, 117-118. 
 
36
Wiyono, “sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 
57. 
 
37
Nashriana, “perlindungan hukum …,hlm 129-130. 
 
38
Wiyono, “sistem peradilan…, hlm. 57. 
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Ketentuan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
Yang menjadi fokus pembahasan anak berhadapan dengan hukum 
adalah dimana anak tersebut sebagai pelaku dan seseorang yang tahu kejadian 
dalam perkara pidana, dalam hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan dari penjelasan bab-bab 
sebelumnya dapat dikatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.
1
Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 
anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, 
pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan 
pendekatan keadilan restoratif.
2
 
Dalam Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 Pelaksanaan Diversi bertujuan 
untuk: 
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;  
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;  
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;  
                                                          
 
1
UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (7). 
 
2
Ibid., Pasal 8 
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e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.“3 
Diversi dapat dilakukan pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan 
persidangan dipengadilan yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No 11 Tahun 
2012. Proses pelaksanaan diversi dalam setiap tingkatan dalam sistem 
peradilan pidana anak adalah seperti berikut: 
1. Diversi dalam tahap penyidikan di Kepolisian dapat digambarkan sebagai 
berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dasar hukum bagi pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan adalah 
Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pada tingkat 
                                                          
 
3
 Ibid., Pasal 6. 
Laporan/ 
pengaduan 
Kepolisian (Unit 
Pelayanan Perempuan 
dan Anak) 
Musyawarah 
Penyidik, Anak Pelaku 
dan orang tua/wali, 
korban dan atau 
orang tua, 
pembimbing 
kemasyarakatan, 
pekerja sosial 
Diversi 
berhasil 
Diversi 
gagal 
Penetapan 
pengadilan 
Limpahkan Ke 
Penuntut Umum 
Anak 
Limpahkan Ke 
Penuntut Umum 
Anak 
Melakukan 
hasil 
musyawarah
/hasil diversi 
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penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan perkara anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan diversi. Kewenangan diberikan kepada 
kepolisian selaku penyidik untuk melaksanakan diversi dalam 
menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih 
diutamakan pada pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang 
pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada 
dasarnya memiliki potensi yang demikian besar untuk merubah budaya 
masyarakat. 
Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dimulai setelah 
menerima laporan polisi penyidik membuat surat untuk meminta saran 
tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian 
kemasyarakatan wajib diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan 
kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan 
penyidik diterima. Lalu penyidik mulai mengupayakan diversi dalam 
waktu paling lama tujuh hari sesudah penyidikan dimulai. Jika pelaku 
maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing 
kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai pelaksanaan musyarawarah 
penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pelaksanaan 
musyawarah tersebut dilakukakan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sesudah dimulainya diversi.  
Setelah pelaksanaan musyawarah dilakukan maka penyidik 
membuat berita acara proses diversi. Pengadilan mengeluarkan penetapan 
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diversi sebagaimana diterangkan diatas adalah dalam waktu paling lama 
tiga hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut 
diberiathukan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut 
umum, atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. 
Sesudah menerima penetapan dari pengadilan, maka penyidik 
menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.  
Diversi dinyatakan tidak berhasil, apabila dalam tahap penyidikan, 
penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak tercapainya 
kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, jadi penyidik atau 
kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Yaitu dengan 
cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil 
penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
4
Teguh Prasetyo, “penerapan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan 
pidana anak”, Jurnal Refleksi Hukum, (Salatiga) Vol. 9  Nomor 1, hlm. 8-9. 
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2. Diversi dalam tahap penuntutan di Kejaksaan dapat digambarkan sebagai 
berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversi pada tingkat penuntutan dilaksanakan sesudah jaksa 
menerima berkas dari polisi. Pelimpahan berkas ke kejaksaan dilakukan 
karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi mengalami 
kegagalan dengan tidak tercapai kesepakatan antara pelaku (anak) dengan 
korban. Dengan tidak adanya kesepakatan tersebut maka dari itu jaksa 
wajib melaksanakan proses diversi. Sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 yang mengatur bahwa di tingkat 
Pelimpahan 
dari Penyidik 
Anak 
Kejaksaan 
(Jaksa Khusus 
Anak) 
Musyawarah 
Penyidik, Anak 
Pelaku dan orang 
tua/wali, korban dan 
atau orang tua, 
pembimbing 
kemasyarakatan, 
pekerja sosial 
 
Diversi 
berhasil 
Diversi 
Gagal 
Penetapan 
pengadilan 
Surat 
Penghentian 
Penuntutan 
Kejaksaan 
Melaksanakan 
hasil 
musyawarah/ 
hasil diversi 
Limpahkan ke 
pengadilan 
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penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan perkara anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan diversi.  
Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari 
kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh 
pembimbing kemasyarakatan serta kendala apa yang dapat menghambat 
proses diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversi, penuntut 
umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari sesudah menerima berkas perkara dari penyidik. Jika pelaku dan 
korban setuju untuk dilaksanakan diversi maka penuntut umum, 
Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai pelaksanaan 
diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. 
Pelaksanaan diversi dilakukan paling lama selama tiga puluh hari. Setelah 
proses diversi tersebut terlaksana, maka penuntut umum membuat berita 
acara proses diversi. Sebagaimana berita acara yang dibuat oleh penyidik, 
berita acara proses diversi ditingkat penuntutan berbentuk dua macam 
yaitu (1) diversi berhasil; atau (2) diversi gagal. 
Diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil jika para pihak 
mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan itu dituangkan kedalam 
kesepakatan diversi. Selanjutnya sesudah terjadi kesepakatan, Pengadilan 
mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari 
terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut diatas 
disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau 
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hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Sesudah menerima 
penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian 
penuntutan. 
Sementara itu diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal/tidak 
berhasil apabila tidak terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban. 
Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan 
berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan 
melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
5
 
3. Diversi dalam tahap di pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses diversi dalam pengadilan dilakukan apabila jika 
pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan di kejaksanaan mengalami 
                                                          
 5 Ibid., hlm 10-11. 
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kegagalan karena tidak tercapainya kesepatakan antara pelaku (anak) 
dengan korban. Sesudah menerima berkas dari jaksa penuntut umum, 
selanjutnya Ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau 
majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga hari 
setelah menerima berkas perkara). Hakim yang sudah ditetapkan oleh 
ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib mengupayakan proses diversi 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut. Dalam pelaksanaan 
diversi di tingkat pengadilan tersebut, maka hakim, Pembimbing 
Kemasyarakatan dan Pekerja sosial memulai pelaksanaan diversi 
penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku (anak), 
korban, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak 
lain yang terkait). Pelaksanaan diversi dilaksanakan diruang mediasi 
pengadilan negeri. Sesudah pelaksanaan diversi  selesai, maka selanjutnya 
hakim membuat berita acara proses diversi. Berita acara proses diversi 
yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri dapat berbentuk dua macam 
yaitu diversi berhasil dan diversi gagal.  
Pelaksanaan diversi dinyatakan berhasil jika para pihak sudah 
mencapai kesepakatan dan hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk 
kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi 
tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan 
penetapan. Penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri 
dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya 
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kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing 
kemasyarakatan dan hakim yang menangani perkara dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Dengan kesepakatan diversi tersebut, 
maka hakim membuat penetapan penghentian persidangan perkara anak 
tersebut.  
Diversi pada tingkat pengadilan dikatakan gagal jika tidak 
tercapainya kesepatakan antara pihak pelaku (anak) dan korban. Dengan 
gagalnya diversi, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
6
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Undang-undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Sebelum Undang-Undang No 11 tahun 2012 mengatur tentang diversi 
dimana diversi merupakan penyelesaian kasus anak diluar pengadilan, 
didalam Islam telah mengatur mengenai Mahkum Alaih, Taklif, dan Ahliyah. 
Dimana Mahkum Alaih yaitu seseorang yang perbuatannya dikenai khitab 
Allah ta’ala, yang disebut mukallaf. Dari sudut pandang bahasa, mukallaf 
dapat diartikan seseorang yang dibebani hukum. Sedangkan Taklif adalah 
mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. 
Dan Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah 
sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai 
oleh syara’.  
                                                          
 6 Ibid., hlm 11-12.  
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Menurut pendapat ushul fiqih, Ahliyyah dibagi menjadi dua, yaitu 
Ahliyyah ada’ dan Ahliyyah Al-wajib. Ahliyyah ada’ seseorang telah dianggap 
sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya. Sedangkan 
Ahliyyah Al-Wajib dibagi menjadi dua, pertama Ahliyyah al-wujub al-
naqishah yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dan belum 
dapat dikenai beban hukum, kedua ahliyyah al-wujub al-kamilah adalah 
kecakapan hak bagi seorang anak yang telah lahir kedunia sampai dinyatakan 
baliq dan berakal. menurut ulama ushul fiqih apabila mereka melakukan hal-
hal yang bersifat fisik rohani, seperti melukai seseorang atau membunuhnya, 
maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki ahliyyah al-wajib al-kamilah 
belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena ia dianggap belum 
cakap untuk bertindak hukum. Maka hukuman terhadap pembunuhan yang ia 
lakukan tidak dengan qishash, tetapi dianggap sebagai melukai atau 
pembunuhan semi sengaja, yang hukumnya dikenai diyat. 
Adapun bagi orang yang telah berstatus ahliyyah al-ada, jika melakukan 
tindakan hukum yang merugikan harta, fisik, atau nyawa orang lain, ia 
bertanggung jawab penuh untuk menerima hukuman apapun bentuknya yang 
diputuskan syara’ atau pengadilan. Misalnya ia harus di qishash apabila 
melakukan tindakan melukai orang lain dan pembunuhan. 
Dan didalam hukum pidana Islam terdapat hal-hal yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana salah satunya yaitu Anak di bawah umur yang 
dilihat belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, 
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tidak ada kewajiban hukum atasanya dan tidak ada pertanggung jawaban atas 
perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. 
Proses diversi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku anak dan 
orang tua atau wali dari anak, korban dan/atau orang tua atau wali dari korban, 
pembimbing pemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Dan didalam 
Islam juga telah dijelaskan mengenai musyawarah yaitu Musyawarah sangat 
dianjurkan dalam ayat Al-Qur’an yang terdapat dalam surat asy syura ayat 38 
                
          
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka.”7 
Kata “syura” dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang harus 
ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusan, dan prinsip ini 
sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau 
baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan dari anggota masyarakat 
suatu negeri dan prinsip ini juga dipraktekkan oleh para sahabat, Khulafau 
al-Rasyidin dan penguasa muslim seterusnya.
8
 
                                                          
 
7
Ibid., 
 
8
Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam al-Qur’an (Studi Kajian Tafsir Tematik)”, jurnal 
Al-Daulah, (Makasar) Vol. 3 Nomor 2, 2014, hlm. 244. 
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Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar 
pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian 
dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi 
kemaslahatan bersama. Dalam islam, musyawarah adalah suatu amalan 
yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa 
memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah. Banyak manfaat yang bisa 
dipetik dari musyawarah, namun yang paling penting adalah menghormati 
dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah, dengan 
harapan bisa meraih kesuksesan dengan kemaslahtan bersama mulai dari 
lingkungan keluarga, masyarakat sampai kehidupan bangsa dan negara. 
Secara umum Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak sudah sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia karena 
penerapan konsep diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 
anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, 
menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan 
menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah menjadi pelaku. 
Tetapi tidak semua tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak 
dapat diupayakan diversi, didalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 
menentukan bahwa : 
 “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan:  
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun 
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b. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana. 
Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak 
yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) 
tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan 
diversi.  
Dan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf aUU No. 11 Tahun 2012 
ditentukan bahwa : 
“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 
mempertimbangkan:  
a. Kategori Tindak Pidana 
Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 
2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa 
semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. 
Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak 
pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar 
narkotika, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.  
Jadi secara langsung seorang anak yang melakukan tindak 
pidana berat tidak bisa di upayakan diversi dan langsung diproses ke 
pengadilan, walaupun dalam tingkat pengadilan para hakim tetap 
mengedepankan keadilan restoratif bagi pelaku anak. Hal ini berbeda 
dengan aturan dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa anak 
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merupakan seseorang yang belum cakap dalam bertindak hukum, dan 
didalam hukum pidana islam terdapat hal-hal yang dapat menghapus 
pertanggung jawaban pidana yaitu saat seseorang masih dibawah 
umur tanpa ada pengecualian tindak pidananya. Begitupun pada 
jarimah diyat yang terdapat dalam surat An-nisa’ ayat 92 dan surat al-
Baqarah ayat 178 :  
Surat an-Nisa’ ayat 92 yang menyatakan bahwa Orang yang 
telah terbukti secara sah menurut hukum membunuh orang mukmin, 
secara tidak sengaja atau mirip sengaja. Namun, apabila waris korban 
merelakan diyat tersebut, terhukum dan keluarganya tidak wajib 
membayar diyat tersebut.  
Surat al-Baqarah ayat 178 yang menyatakan bahwa Orang yang 
dijatuhi hukuman karena qishash (membunuh atau pelukaan dengan 
sengaja), tetapi dimaafkan oleh ahli waris korban. Maka tidak wajib 
membayar diyat. 
 Dalam hal keluarga korban memaafkan tersebut maka 
sebelumnya harus ada musyawarah antara pihak korban atau keluarga 
korban dan pelaku untuk membahas mengenai diyat nya. 
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pasal 7 ayat 2 huruf 
a tidak ada dispensasi untuk melakukan musyawarah dalam hal 
tindak pidana berat. Hal ini sangat berbeda dengan hukum islam yang 
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langsung menghapus pertanggung jawaban pidana bagi anak dibawah 
umur. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis tinjauan hukum Islam terhadap Diversi yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
peradilan Pidana Anak yang telah di uraikan panjang lebar secara obyektif dan 
ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
Dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 diversi merupakan 
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses 
peradilan melalui musyawarah. 
Dalam hukum Islam diversi merupakan turunan dari musyawarah yang 
merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai 
pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan 
diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Di dalam 
hukum pidana Islam terdapat hal-hal yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana salah satunya yaitu Anak di bawah umur yang 
dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena 
itu, tidak ada kewajiban hukum atasanya dan tidak ada pertanggung jawaban 
atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. Seorang anak yang 
melakukan tindak pidana berat tidak bisa di upayakan diversi dan langsung 
diproses ke pengadilan, walaupun dalam tingkat pengadilan para hakim tetap 
mengedepankan keadilan restoratif bagi pelaku anak. Hal ini berbeda dengan 
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aturan dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang 
yang belum cakap dalam bertindak hukum, dan didalam hukum pidana islam 
terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana yaitu saat 
seseorang masih dibawah umur tanpa ada pengecualian tindak pidananya. Jadi 
dalam hal ini hukum islam lebih melindungi anak dalam kejahatan apapun, 
tanpa melihat jenis kejahatannya. 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini 
semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya : 
1. Bagi orang tua di harapkan untuk lebih memperhatikan anak nya dengan 
cara mengawasi pergaulan anak baik dilingkungan rumah, sekolah, 
maupun lingkungan bermain seorang anak, agar seoang anak tidak 
gampang terjerumus dalam pergaulan yang bebas yang dapat 
mengakibatkan anak tersebut melakukan tindak pidana. 
2. Masyarakat juga harus ikut serta memberikan perlindungan terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum karena faktor lingkungan juga sangat 
mempengaruhi  faktor psikis anak. 
3. Agar pemerintah mengkaji kembali tentang ketentuan dikecualikannya 
proses diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pengulangan, dan 
tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari tujuh tahun atau bisa 
disebut juga tindak pidana berat, dengan melihat ketentuan ushul fiqh dan 
sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana. 
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